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MOTO
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Kalimantan Selatan memiliki banyak Sumber Daya Alam yang terkandung
didalamnya khususnya batubara sehingga banyak perusahaan yang melakukan
kegiatan pertambangan dan masyarakat juga banyak yang berkeinginan untuk
bekerja di tambang. Selain membuka lapangan usaha kegiatan pertambangan
batubara juga membawa manfaat yang besar bagi pendapatan Daerah maupun
Nasional. Meningkatnya eksploitasi terhadap batubara membawa konsekuensi
makin banyak dibutuhkan wilayah pertambangan berupa bidang tanah karena
kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara penggalian ataupun pengeboran
untuk mengambil hasil tambang. sehubungan dengan itu, maka perusahaan perlu
memiliki hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan dari pemilik tanah yang
sebenarnya. Hak atas tanah didaftarkan pada Badan Pertanahan setempat, dan
pemberian haknya didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18/2021
Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah. Kegiatan
pertambangan batubara juga membawa konsekuensi terhadap lingkungan seperti
pencemaran lingkungan dan perubahan struktur tanah. Untuk mencegah kerusakan
yang semakin parah, maka Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang
mewajibkan reklamasi bagi perusahaan tambang. Sejalan dengan hal ini melalui
UU No. 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batubara telah mengatur
mengenai kewajiban reklamasi lahan pascatambang, namun pada kenyataannya
masih terdapat banyak lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja seperti
yang terjadi di Kabupaten Tapin. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten tapin, lokasi lahan bekas tambang berada di beberapa Kecamatan
seperti di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Binuang, dan
Kecamatan Hatungun. Pengabaian kawasan bekas tambang dapat menyebabkan
berbagai masalah, oleh sebab itu perlu pencegahan untuk mengantisipasi dapak
negatif yang akan timbul kedepannya dan mengupayakan agar lahan bekas
tambang dapat produktif kembali.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum. Sesuai
dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu
hukumnya menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.



Hasil penelitian ini adalah: Pertama: berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak
Atas Tanah, pemberian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan batubara
adalah Hak Guna Bangunan (HGB) berjangka waktu untuk bangunan kantor dan
sarana pendukung pertambangan lainnya berdasarkan kententuan Pasal 87 ayat (1)
jangka waktunya yaitu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20
tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya Hak
Pakai (HP) berjangka wakru untuk kegiatan tambang seperti penggalian atau
pengeboran tanah guna mengambil hasil tambang batubara bedasarkan ketentuan
Pasal 113 ayat (1) jangka waktunya yaitu paling lama 30 tahun, diperpanjang
untuk jangka waktu 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30
tahun. Kedua: Kegiatan pertambangan dapat memeberikan dampak buruk bagi
lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir dampak buruk
tersebut. berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
kewajiban setiap perusahaan setelah melakukan kegiatan pertambangan yaitu
reklamasi lahan pascatambang. Namun pada kenyataannya masih banyak lahan
bekas tambang yang ditinggalkan setelah dilakukan penambangan. Oleh karena
itu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk lahan bekas
tambang agar dapat produktif kembali, berdasarkan dokumen AMDAL komitmen
perusahaan dalam menangani lahan bekas tambang yaitu dengan melakukan
upaya reklamasi maupun revegetasi.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak atas tanah
yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batubara dan untuk mengetahui
upaya Pemerintah Daerah agar lahan bekas tambang dapat kembali produktif.
Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum
yang digunakan penulisan skripsi ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. penelitian skripsi ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, status hak atas tanah untuk kegiatan
pertambangan batubara, BPN memberiakan hak atas tana berupa Hak Guna
Bangunan (HGB) berjangka waktu untuk banguna kantor maupun sarana
pendukung pertambangan lainnya dan Hak Pakai (HP) berjangka waktu untuk
kegiatan operasional tambang seperti penggalian ataupun pengeboran guna
mengambil hasil tambang yang berada di dalam tanah. Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan
Dan Hak Atas Tanah, jangka waktu HGB dan HP untuk kegiatan pertambangan
paling lama 30 tahun. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar
lahan bekas tambang batubara yang ditelantarkan dapat produktif kembali yaitu
dengan melakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Reklamasi yang dilakukan
melalui tahap pengolahan tanah, revegetasi dan perawatan sedangkan revegetasi
dengan 3 jenis tanaman yang ditanam secara bertahap yaitu tanaman cover crops,
tanaman fasts growing dan tanaman sisipan.

Kata Kunci: Kedudukan Hak Atas Tanah, Bekas Tambang, Ditelantarkan
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